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BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR 23 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian 

lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6867); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6322); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 

8); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Tahun 2020 Nomor 7); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 

2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 5); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 

2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora 

Tahun 2023 Nomor 4); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2022. 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas: 

a. Pendapatan    

 1. Pendapatan Asli Daerah  Rp325.966.473.177,00  

 2. Pendapatan Transfer  Rp1.850.883.832.469,00  

 3. Lain-Lain Pendapatan yang 

Sah  Rp0,00 

 

 Jumlah Pendapatan   Rp2.176.850.305.646,00 

     

b. Belanja    

 a. 1. Belanja Operasi    

 a) Belanja Pegawai  Rp860.861.017.340,98  

 b) Belanja Barang Jasa   Rp517.660.200.184,00  

 c) Belanja Bunga  Rp904.610.333,00  

 d) Belanja Subsidi  Rp0,00  

 e) Belanja Hibah  Rp67.664.995.947,00  

 f) Belanja Bantuan Sosial  Rp3.288.389.000,00  

 g) Belanja Bantuan 

Keuangan 

 

Rp430.616.952.033,00 

 

 Jumlah Belanja Operasi   Rp1.880.996.164.837,98 

 b. 2. Belanja Modal  Rp507.666.732.865,02  

 3. Belanja Tidak Terduga  Rp0,00  

 4. Transfer  Rp7.552.724.000,00  

 Jumlah    Rp515.219.456.865,00 

 Jumlah Belanja dan Transfer   Rp2.396.215.621.703,00 

 Surplus/Defisit   (Rp219.365.316.057,00) 

     

c Pembiayaan    

 1. Penerimaan  Rp365.321.093.790,00  

 2. Pengeluaran  Rp0,00  

 Jumlah Pembiayaan Netto   Rp365.321.093.790,00 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp145.955.777.733,00 
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Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 10 Agustus 2023 

BUPATI BLORA, 

Cap. Ttd. 

ARIEF ROHMAN 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 10 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

Cap. Ttd. 

KOMANG GEDE IRAWADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 23 

Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, 
 
 

SLAMET SETIONO, SH, MM 
NIP. 19770111 200501 1 006 

  

    
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE 
(Balai Sertifikasi Elektronik).  
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